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KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NONMOR 264/U/1999

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 129
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan
kembali Kerjasama Perguruan Tinggi;

. j2

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistzm Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahur 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3390);

Feraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun

1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3895);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 115
Tahun 1899;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
122/M Tahun 1998;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG KERJASAMA PERGURUAN
TINGGI

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik,
dan akademi.

2. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan
belajar-mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.

3. Kontrak menajemen acalah Kerjasama dalam bidang pengelolaan
Jperasional perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumber daya
baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik serta konsultasi.

4. Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan
tinggi untuk melaksanaxan suatu program studi secara bersama serta
saling mengakui lulusnya;

9.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam Pendidikan
Nasional.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonzsia dapai menjalin kerjasama uengan perguruan
tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 3
Kerjasama perguruan tingai bertujuan untuk saling meningkatkan dan
mengembangkan kinerja pzndidikan tinggi yang bekerjacama dengan

rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu
pengetanuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pasal 4

Kerjasama perguruan linggi dapat melinuti Kegiatan :
a. pergelolaan perguruan tinggi;



b.
&
d.

pendidikan;
penelitian:
pengabdian kepaca masyarakat.

pasal 5

Kerjasama perguruan tinggi dapat membentuk :

apop

Kontrak manajemen,;

program kembaran,

program pemindahan kredit;

tukar-menukar doszn dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan
Kegiatan akademik: )
pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan
akademik;

penerbitan bersamia karya ilmiah; '
penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
lain-lain yang dianqgap perlu.

Pasal 6

Kerjasama perguruan tinggi hanya dapat dilakukan secara kelembagaan
dengan rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik,
dan direktur akademi, sebagai penanggung jawab perguruan tinggi yang
bersangkutan.

(1)

(2)

Pasal 7

Kerjasama peiguruan tinggi dapat dilaku'can setelah pimpinan
perguruan tingyi yang bersangkutan melaporkan kepada Menteri.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga
lain di luar negeri dalam bentuk kontrak manajemen, program
kembaran, dan pemindatan kredit, dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 8

Keriasama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, dan bagi perguruan tinggi swasta menyampaikan pula
tembusannya kepada koordinator perguruan linggi swasta di wilayah
yang tersangkutan.



(2) Persatujuan sehbagaiinana dimaksud daiam pasal 7 ayat (2) fam=
dapat digjuikan zgabiia ;
2. fidak berentangan dengan kepentingan rasional cam cerstr=n
perundang-undangan yang certakw:
B. fidak menggarggu kebizkar pemcanguran Sangss dan regaEr=
pertahanan dan keamanan nasicrnat:

C. bermanfaat bag kehidupa.: mMasyarauat,

d. bagi perguruan finggl 2siNg, MempLUrya crogram studi yarg sEma
dan telah mempersien sursditasi ci negarami=

€. Kerjasama pacda program 3'uci dipronisskan calam Sicarc-ocErg

yang lulusannya sangat diperiukan.
Pasal 9

Kegiatan akademik yang ciselenggarakan cieh perguruan frog J mdo-

Nesia setzqgai pelaksanaan kerasama dengan cergur.ar Ircg 2Srg

rr‘enq:rut peraturan perundang-undangan yamg teriaky teg perdidikam

finggi di indcrnesia yang mengatur :

a. syarat-syarat minimai Jccen, s3rana dan prasarana yang citemsiean
bagi penyelencgaraan suatu program studi

W

\I\

b. jemis program pendidikan adaiah pencicikan skacemik yang metioud
pendidikan Sarjana 'S1), Magister (S2). Daiktor (S3). dan perdidiieam
profesional termasuk pendicikan Diploma;

€. beban studi yang dinyalakan dalam satuan wedit semesier (Sks) yang

ditetapkan untu) ﬁ*".ng-r'as.rg emjang pendidikan:

kurikufum yang dikembangkan nerpedoman pada unkulum nasionall

e. gelar dan sebutan yang cibenkan kepadza ulusan acaizh geiar dam
sebutan yang berlaku bagl pendidikan tinggl ¢ Incoresia.

o

Pzasal 10

(1} Perguruan tingg dan/atau lembags lan di luar negen dapat meigaukan
keriasama dalam kontrak manajemen dengan gerguruan Sngg d
Indonesia yang sudah ada atau mencinkan perguruan Tngg Saru
dengan berpatungan bDersaina mitra keria ¢ indonesiz meias
pernoentukan badan penyelenggara perguruan Lngg Swasts, berupa
yayasan, nerkumpulan sgsial, dan/atau badan wakaf.

(2) Pemuentukan perguruan tinggi baru sebagaimana cimaiksud caiam
avat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk pencinan perguruan oo
serta ketentuan peryelenggaraan pgrogram stuci yang beriaku & inco-
nesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



(3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain
Memperoleh gelar indonesia dimungkinkan pula memperoleh gelar
asing yang dikeiuarken oleh perguruan tinggi asing mitra kerjasama.

Pasal 11

Kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk program pemindahan kredit
dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan
akademik masing-masing.

Pasal 12

(1) Perguruan tinggi asing yang melaksanakan kerfasama dalam bentuk
program kembaran dungan perguruan tinggi di Indonewia waijib
memberikan bantuan dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu pro-
gram studi, sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan
perguruan tinggi di 'ndonesia dapat pula diakui oleh perguruan tinggi
asing yang bersangk utan

(2) Untuk memenuhi persvaratan memperoleh gelar dalam negeri,
sebagaimana kegiatan proses belajar-mengajar dapat diselenggarakan
pada perguruan linggi asing di luar regeri sebanyak-banyaknya 30%

dar beban studi yang disyaratkan.

(3) Lulusan perguruan tinggl peayelenggara program kembaran selain
menerma gelar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dimungkinkan mempersieh gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi
asing yang bersangkutan,

Pasal 13

Kerjasama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan secara terkoordinasi
dengan departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan y3ang berlaku.

Pasal 14

(1) Bahasa Inggris dapat dipergunakan sebaga! bahasa pengantar dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi sebanyak-banyaknya 50% jumiah
sks dari beban studi.



(2) Penggunaan bahasa Inggris yang melampaul 50%_jumlah sks dqri
beban studi atau penggunaan bahasa 2sing lain wajib mendapat 1zin
tertulis dan Menteri.

(3) Penyelengqara pendidikan pada program sarjana dan program diploma
yang menggunakan bz hasa asing diwajibkan memasukkan pelajaran
bahasa Indonesia dalam kurikulum yang digunakan sekarang-
kurangnya 4 (empat) sks

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggl.

Pasa. 16
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menten Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama Antar Perguruan
Tinaai, dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAMN DAN KEBUDAYAAN,
Tid.

JUWONG SUDARSONO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada -

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayzaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departe nen Pendidikan dan

Kebudayaan.

4. Sekretaris Direktorat Jend zral Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat
Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Kepala Badan Pernelitian dan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan

6. Semua Rektor Universitas/institut, Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur

Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Kepala Kantor Ferbendaharaan dan Kas negara setempat,
9. Ketua Badan Pemenksa Keuangan,

10. Komisi VIl DPR - RI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubunjan Masyarakat
Depar.emen Pendidikan aan Kebudayaan,
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undanganr

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Feraturan Perundang-undangan,

Ttd,

Futut Pujogiri, S.H.
NIP. 131661278



